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Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lengavany kahupaten Pesisir
Selatan mulai dari tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tangeal 6 April 2008,
Tujuan penclitian ini adalah untuk mengetabui tata cara alsw prosedur bagi hasil
perseduaan temak sapi vang ada dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang
Nomar 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417K ps/0T. 210072001 Lentang
Bagi Hasil Ternak, untuk mengetahui apakah prosedur atau etz cara perseduazan
vang dilaksanakan oleh peternak mendapatkan arahan dari dinss terkait dan untuk
mengetahui tingkat  pengetalivan  peternak dalam menerapkan  aspek  teknis
beternak sapi,

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survsi, dan eknik
pengambilan sampling yang dipakai vaitn Proportional Sampling. Data yang
dikumpuikan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari
peternak dengan menggunakan kuisioner sebagai alat banty, sedangkan data
sekunder diambil dari Dinas Peternakan dan BPS.

Dari hasil penelitian vang dilakukan diketahui prosedur bagi hasil ternak
atau perseduasn vang dilskukan peternak belum sesuai dengan pasal 17 Undang-
undang Nomor 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 41T K ptsfOT. 210/7/2001.
Minimnya arahan dan penyuluban dari Dinas Peternakan dan Instansi wany terkair
dalam sosialisasi mengenai perseduaan. Sementar it pengetahuan  peternak
dalam menerapkan aspek teknis beternak sapi vang masil rendah,
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I. PENDAHULUAN

A, Latar helakang

Ternak sapi sehagan lemak besar di Indonesia, meropakan salsh satu
sumber deya penghasil bahan makanan berupa daging vang memiliki nilai
ekanomi yamg tinggei dan penting artinva dalam kehidupan masyarakal. Fungsi
ternak sapi bagi petani adalzh scbagai tabungan, dimana sewakiu-wakiu dapat
dijual untuk memenuhi kebutuhan kevangan, sebagai tenaga pembantu pengolah
lahan pertanian {penarik bajak), untuk tenaga transportasi, penghasil pupuk, selain
itn juga berfungsi sebagai nilai sosial ditengah masyarakal {bagi masyarakat yang
mempunyai ernak sapi dinilat lebih dari vang tidek punya temak sapi dalam
lingkungan petani).

Pembangunan petemakan adalah bagian dar pembangunan nasional, vang
hertujuan wuntuk meningkatkan taral bidup petani peternak, disamping untuk
memenuhi kebutuhan bahan makanan vang berasal dari temak. Untuk mencapai
tujusn tersehot, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan,
digntaranva  perbaikan  hasil  perkembanghiakan.  perbaikan  mutn  wemak,
peningkatan  pengalahan £ indusiri hasil temak. penpwilavahan ternak dan
kesehatan ternak (UL Nodb Tahun 1967, tentang  Undang-undang  Pokak
Perernakan dan Keschatan Hewan),

Usaha dari pemerintah tidak akan dapat berjalan lancar jika tlidak ada
dukungan dari masyvarakal doan swasta, sehingga terlaksana swadava masvarakat
Unmk meningkatkan hasil perkembangbiakan, pemerintah mengusahakan agar
sehanyak mungkin rmkyal menyvelenggarakan peternakan, antara lain pemerintal

mengatur Bagi Hasil Ternek don Persewaan Ternak (pada Pasal 17 Undang-



andang Momor & Tahun 1967, Undang-undang Pokoek Peternakan dan Kesehatan
Heawanl,

Didalam keputusan Menterf Pertanion Nomor 417K ple/O7 2 T2,
lentang  Pedoman Umum  Penvebaran dan Pengembangan Ternak, dijelaskan
dengan istilsh “Cara Gaduhan™ vaitu Penggadub yang memelihars ternzk,
sedangkan vang menyerahkan ternak disebut Pemilik. Penggaduhan stau yang
lchih dikenal dengan istilah  Persedoaan ini bertujuan ontuk memberikan
kemungkinan bapi masyvarakat vang kurang mampu ootk dapat memelihara
ternak ranpa harus membelinva,

PPasal 17 Undang-undang Mo 6 Tahun 1967, Undang-undang Fokok
Kesehatan Hewan ini merupakan tindak lanjut dari pasal 3. vaima Pencegshan
LInsur Pemerasan, veiln pemerintah berupava mencegah perbuatan-perbugtan di
hidang peternakan yang mengandung unsur pemerasan terhadap orang lain.

Jiwa dari pasal 17 pada Undang-undang Momor 6 Tabun 1967 wentang
Bagi Hasil Ternak sclain uniuk meningkatkan peran serta masvarakol agar
memacy pertumbuhan dan perkembangan peternakan, juga untuk menghindard
terjudinyva prakick pemerasan antara seseorang dengan orang lain, vaitu dalam bal
ini antare pemilik ernak dengan pemelihara wrnak atau penggaduh.

Prakiek bagi hasil bagi para petasi sudab tidak asing lagi karena sudab
lama herlangsung, baik dalam hal mengerjakan tanal pertanian mavpun dafam hel
memelibars ternak yvang dikenal dengan 3stileh © sedvaan Y. Selanjuinya,
walaupun sudah tidak asing lagi, praktek bagi hasil ini dilakukan oleh peternak
sapi, tetapi prosedumya belum terdata sceara kongkrit baik mengenai perjanjian,

wakiu pengembalian, pembagian hasil, tanggung jawab dan lain sebagainya.



Y. KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Kajian Sistem Perseduzan, Dalam

Pemeliharaan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Lenpgavang Kebupaten Pesisir

Selatan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

| 2]
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Sebagian  besar dari jumlah  responden  peternak persedusan dalam
melakukan pembagian hasil dan jangka waktn pengembalian ternak
kepuds  pemilik tidak  berlandasan  kepadas Perawran  Pemerintah - dan
Perundang-Undanpan vang herlsko vaitu vaitu Uindang - Undang Nomor &
tahun 1967 Pasal 17 dan Kepmentan NMomer 17K ps/O0T 210072001
tentang Hapi Hasil Temak.

Schanvak 91.84 % responden melakukan perjanjian sccara lisan saja vang
hanya berdasarkan rasa saling pereaya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan
Kepmentan Mo, 4170 kpts/ O T 210072001, didalam pasal 26 bahwa dalam
melaksanakan perseduaan haros ada suatu bentuk perjanjian. Perjanjian
yang tidak tertulis ini bisa saja menimbulkan kontlik atau perselisihan
dikemudian hari.

Minimnva armhan dan penyuluhan dan Dines Petemnakan dan Instans
Terkait  dalam  sosialisasi Peraturan yang  menvangkut Bagpi  Hasil
Perscduaan kepada petemak menvebabkan petemak hanva menerapkan
tata cara perseduaan yvang mereka ketahui secam turmn-temurun,

Peternak belum menerspken aspek teknis beternak sccara baik, selain

dikarenakan kurangnya pengetahuan mercka, 1aa cara beternak vang

iterapkan masih tradisional.
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